BAB 1V
PENUTUP
A. Simpulan

1. Tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam
operasional di Kota Padang masih menjadi permasalahan yang
signifikan, terutama di kawasan Bypass Simpang Lubuk Begalung
(Lubeg). Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan dinas
perhubungan, aparat kepolisian, dan masyarakat setempat, banyak
pengemudi truk yang beroperasi di luar jam operasional. Pelanggaran
ini berdampak pada kemacetan, peningkatan risiko kecelakaan, serta
kerusakan infrastruktur jalan. Dari sisi kepatuhan (compliance),
dimana pengemudi mematuhi peraturan bukan karena kesadaran moral
yang tinggi, melainkan karena adanya ancaman penegakan hukum
yang jelas, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pengemudi
serta desakan dari perusahaan pengangkutan menjadi faktor utama
penyebab pelanggaran.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum
pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota
Padang, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor
internal meliputi kesadaran hukum pengemudi, di mana sebagian
memahami pentingnya peraturan jam operasional untuk mengurangi
kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Tekanan ekonomi dan
pekerjaan juga menjadi faktor signifikan; banyak pengemudi merasa

terpaksa melanggar aturan karena tuntutan pengiriman tepat waktu dan
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beban kerja yang berat. Budaya dan kebiasaan berkendara, Faktor
eksternal seperti pengawasan dan penegakan hukum yang belum

efektif, serta kondisi infrastruktur jalan yang buruk.

B. Saran

1.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai aturan yang
berlaku kepada pengemudi truk dan pengelola armada angkutan
barang. Kampanye melalui media cetak, elektronik, atau sosialisasi
langsung kepada asosiasi pengusaha truk dapat memperkuat
pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan demi
keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Dinas Perhubungan dapat mempertimbangkan pemberian insentif atau
penghargaan bagi pengemudi dan pengusaha truk yang terbukti
memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap jam operasional.

Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian perlu meningkatkan
pengawasan langsung di sepanjang ruas jalan bypass, terutama selama
jam-jam larangan operasional kendaraan angkutan barang.

Masyarakat diharapkan dapat saling mengedukasi satu sama lain
tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, termasuk aturan
operasional truk.

Para pengemudi truk dan pengusaha angkutan barang sebaiknya
merencanakan perjalanan dengan memperhatikan jam operasional
yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan melakukan
perencanaan yang lebih baik, pelanggaran dapat dihindari, dan arus

lalu lintas dapat berjalan dengan lebih lancar tanpa hambatan.
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